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Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah kawasan hutan yang pemanfaatan 

utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dan keberadaannya telah 

membantu masyarakat dalam mengubah kondisi sosial dan ekonomi menjadi lebih 

baik. Salah satu KPH di Provinsi Lampung yang memiliki kelompok HKm yaitu 

KPH Batutegi Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh aspek sosial terhadap pendapatan masyarakat di Gapoktan Karya Tani 

Mandiri dan Gapoktan Karya Bakti Kabupaten Tanggamus dan menganalisis 

pengaruh aspek ekonomi terhadap pendapatan masyarakat di Gapoktan Karya 

Tani Mandiri dan Gapoktan Karya Bakti Kabupaten Tanggamus. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan menggunakan analisis 

regresi liniear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sosial 

(variabel bantuan sosial, bantuan bibit, trust/kepercayaan, norma) tidak 

berpengaruh signfikan terhadap pendapatan masyarakat di gapoktan Karya Tani 

Mandiri dan Karya Bakti. Secara Simultan, terdapat pengaruh signifikan pada 

aspek ekonomi (variabel jumlah tanaman, luas garapan HKm, kepemilikan 

kendaraan, kepemilikan alat informasi dan komunikasi) terhadap pendapatan 

masyarakat di gapoktan Karya Tani Mandiri dan Karya Bakti. Variabel yang 

sangat memengaruhi pendapatan terletak pada variabel luas lahan garapan HKm 

Karya Tani Mandiri (P=0,005) dan Karya Bakti (P=0,000), dan variabel 

kepemilikan alat informasi HKm Karya Bakti (P=0,044). 

 

 

Kata Kunci: Perhutanan Sosial, Aspek Sosial, Aspek Ekonomi, HKm, Pendapatan. 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC ASPECTS IN 

COMMUNITY FOREST MANAGEMENT ON COMMUNITY INCOME: A 

CASE STUDY IN KARYA TANI MANDIRI AND KARYA BAKTI, 

TANGGAMUS DISTRICT, LAMPUNG PROVINCE 
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Community Forest as HKm, is a forest area whose main use is intended to 

empower the community, the existence of HKM has assisted the community in 

changing social and economic conditions for the better. One of the KPH in 

Lampung Province which has a HKm group is Batutegi KPHL, Tanggamus. This 

study aims to analyze the effect of social aspects on people's income in Gapoktan 

Karya Tani Mandiri and Gapoktan Karya Bakti, Tanggamus Regency and to 

analyze the effect of the economic aspect on people's income in Gapoktan Karya 

Tani Mandiri and Gapoktan Karya Bakti, Tanggamus Regency. The research 

method used is quantitative method and uses multiple linear regression analysis. 

The results showed that social aspects (social assistance variables, seed assistance, 

trust, norms) did not have a significant effect on people's income in the Karya 

Tani Mandiri and Karya Bakti gapoktan. Simultaneously, there is a significant 

influence on the economic aspect (variable number of plants, cultivated area of 

HKm, vehicle ownership, ownership of information and communication tools) on 

people's income in Gapoktan Karya Tani Mandiri and Karya Bakti. Variables that 

greatly influenced income were the area of land cultivated by Karya Tani Mandiri 

(P=0.005) and Karya Bakti (P=0.000), and the variable ownership of HKm Karya 

Bakti information tools (P=0.044). 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

Indonesia mempunyai kawasan hutan yang kaya akan keanekaragaman 

hayati (biodiversity). Upaya pengelolaan hutan lestari adalah salah satu komitmen 

pemerintah yang direalisasikan dengan membentuk unit-unit pengelolaan yang 

lebih kecil yaitu dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Tujuannya 

untuk pengelolaan hutan yang optimal dan berkelanjutan sesuai dengan sumber 

daya hutan dan karakteristiknya (Suryandari dan Sylviani, 2012). Taati (2015) 

menjelaskan bahwa KPH dibentuk untuk mempermudah kegiatan pengelolaan 

yang meliputi kegiatan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan 

pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan. Menurut 

Sylviani et al. (2014), pengelolaan hutan melalui pembentukan KPH adalah usaha 

untuk mewujudkan pengelolaan hutan berdasar pada tata hutan, rencana 

pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan 

konservasi. Adapun salah satu program pengelolaan hutan berkelanjutan yaitu 

program Perhutanan Sosial (PS) (Nurrochmat et al., 2014). 

Pengelolaan PS adalah suatu kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan 

oleh kelompok PS melalui Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (HD), Hutan 

Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), kemitraan kehutanan, 

dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi, dan 

kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya (KEMENLHK, 2021). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan PS, HKm adalah kawasan 

hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. 

Realisasi HKm ini menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah terhadap 

tekanan sumber daya hutan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan 
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kawasan hutan secara bersama-sama (Zeilika et al., 2021). Menurut Dhruba 

Bijaya et al. (2016), keberadaan HKm telah membantu masyarakat dalam 

mengubah kondisi sosial dan ekonomi menjadi lebih baik. Program ini bertujuan 

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja, maka 

setiap aspek dalam unsur-unsur pengelolaan hutan yang meliputi planning, 

organizing, actuating, controlling (POAC) bersifat strategis (Sanjaya et al., 

2017). 

Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung telah diimplementasikan di 

KPH Batutegi Kabupaten Tanggamus dan dialokasikan untuk Gapoktan Karya 

Tani Mandiri Desa Penantian dan Karya Bakti Desa Sinar Banten. Kegiatan 

pemberian akses legal kepada masyarakat setempat diantaranya dapat melalui 

program HKm ini di lahan hutan negara yaitu di bawah naungan KPH Batutegi. 

Menurut Kaskoyo et al. (2017), program HKm bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan 

yang adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutannya. 

Studi terkait telah dilakukan Febryano et al. (2015), menunjukkan adanya 

pemanfaatan sumber daya yang tidak adil antar pihak telah menimbulkan 

degradasi sumber daya hutan dan marjinalisasi masyarakat lokal. Sependapat 

dengan hal tersebut Kaskoyo et al. (2014), menyatakan bahwa insentif yang 

diberikan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pengelolaan hutan negara 

dapat meminimalkan konflik penggunaan lahan hutan. Lewerissa (2015), lebih 

lanjut menyatakan bahwa interaksi masyarakat dengan hutan atau alam dapat 

dilihat dari aktivitas sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Kesejahteraan masyarakat di sekitar HKm dapat diukur dari pendapatan 

masyarakat. Hal ini sesuai pendapat Inayah (2014), bahwa pendapatan juga sering 

dijadikan tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dan 

keberhasilan perekonomian suatu negara. Pendapatan usaha tani terdapat dua 

unsur yang digunakan yaitu unsur penerimaan dan pengeluaran dari usaha tani 

tersebut. Semakin besar penerimaan yang diperoleh, maka akan memengaruhi 

kesejahteraan rumah tangga petani tersebut. Hal ini menunjukan bahwa terdapat 

faktor-faktor yang memengaruhi tingkat produksi usaha tani, salah satunya adalah 
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luas lahan yang sangat memengaruhi naik turunnya jumlah produksi dan faktor 

sosial dan ekonomi yang lain yaitu jumlah tenaga kerja, serta tingkat pendidikan 

petani yang akan memengaruhi produktivitas usaha tani (Ferdian, 2019). 

Kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat ditentukan dari keadaan 

atau kondisi sosial ekonomi keluarga. Kondisi sosial ekonomi yang dilihat dari 

pendapatan memberikan dampak terhadap kesejahteraan. Kondisi sosial ekonomi 

keluarga merupakan kondisi setiap keluarga dalam masyarakat yang dilihat dari 

tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga yang 

dinilai akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan 

kesejahteraan keluarga dalam ruang lingkup paling kecil di masyarakat (Hanum, 

2018). Variabel sosial ekonomi yang menjadi faktor dalam memengaruhi 

pendapatan petani seperti, luas lahan pertanian, jumlah tenaga kerja keluarga, 

tingkat pendidikan petani, dan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan 

keahliannya (Ferdian, 2019). 

Penelitian yang relevan dengan aspek sosial ekonomi dalam HKm telah 

banyak dilakukan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya, dalam hal ini gapoktan yang mengelola HKm difasilitasi oleh 

perusahaan dalam mengelola lahan HKm, yaitu Perseroan Terbatas (PT) Nestle 

Indonesia. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan Nestle, sebuah perusahaan 

makanan dan minuman terbesar di dunia serta terdepan dalam bidang gizi, 

kesehatan, dan keafiatan (nutrition, health, wellness) (Nestle, 2022). Lebih lanjut 

PT. Nestle terfokus pada upaya-upaya keberlanjutan lingkungan, sehingga 

diharapkan adanya bimbingan perusahaan dapat membantu masyarakat sekitar 

hutan untuk meningkatkan pendapatannya. Berdasarkan hal tersebut, maka 

diperlukan penelitian untuk menganalisis aspek sosial ekonomi yang 

memengaruhi pendapatan masyarakat, sehingga rumusan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana aspek sosial dapat memengaruhi pendapatan masyarakat di 

Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Gapoktan Karya Bakti Kabupaten 

Tanggamus.  
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2. Bagaimana aspek ekonomi dapat memengaruhi pendapatan masyarakat di 

Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Gapoktan Karya Bakti Kabupaten 

Tanggamus.  

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh aspek sosial terhadap pendapatan masyarakat di 

Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Gapoktan Karya Bakti Kabupaten 

Tanggamus.  

2. Menganalisis pengaruh aspek ekonomi terhadap pendapatan masyarakat di 

Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Gapoktan Karya Bakti Kabupaten 

Tanggamus.  

 

 

1.3 Kerangka Pemikiran   

Penelitian diawali dari pemilihan lokasi yang mengelola lahan garapan 

Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang ada di KPH Batutegi, Kabupaten 

Tanggamus, Provinsi Lampung yaitu Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Gapoktan 

Karya Bakti. Skema HKm sebagai suatu inovasi sektor kehutanan dengan 

memberikan izin kepada perambah hutan untuk mengolah lahan di dalam kawasan 

hutan dengan perizinan dan syarat-syarat tertentu (Wulandari, 2009). Pendapatan 

masyarakat di sekitar hutan dapat ditingkatkan melalui keikutsertaannya dalam 

kelompok HKm dan dapat dinilai melalui peranan aspek sosial dan ekonomi. 

Variabel sosial yang diteliti meliputi bantuan sosial, bantuan bibit, 

jaringan (network), norma (norm), kepercayaan (trust) sesuai dengan penelitian 

Pulungan et al. (2015), kepedulian serta kepercayaan terhadap tetangga dalam 

menilai tingkat kesejahteraan petani. Nandini et al. (2016), menyebutkan aspek 

sosial meliputi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Adapun 

variabel ekonomi yang dikumpulkan dalam penelitian meliputi tingkat 

pendidikan, umur, status sosial, jumlah tanggungan, pendapatan dan luas lahan 

garapan, biaya operasional, pendapatan per bulan, pengeluaran rutin per bulan 

(Nandini et al., 2016). Variabel lain sesuai dengan Pulungan et al. (2015), 

menambahkan variabel kepemilikan alat komunikasi dan kendaraan. Hal ini 
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sesuai dengan penelitian Kurniawan (2008), bahwa pandangan yang berlaku di 

kalangan petani adalah bahwa status ekonomi seseorang dalam masyarakat 

memberikan preferensi pada suatu kegiatan, hak seseorang untuk berpartisipasi 

dalam suatu kegiatan, menjadi suatu kegiatan yang sering juga dipengaruhi oleh 

ekonomi. Setelah itu, analisis aspek sosial ekonomi pada skema HKm 

menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh antar variabel 

guna mendapatkan pemahaman yang memengaruhi peningkatan pendapatan 

masyarakat. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Kerangka pemikiran. 
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1.3 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2017), hipotesis yakni jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian sudah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis pada penelitian ini sesuai 

dengan kerangka pemikiran di atas, jadi penelitian ini mengambil hipotesis atau 

dugaan sementara yakni: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh sosial ekonomi terhadap pendapatan di 

kkMasyarakat Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Karya Bakti 

H1 : Terdapat pengaruh sosial ekonomi terhadap pendapatan di 

kkMasyarakat Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Karya Bakti. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan terletak di Desa Penantian dan Desa 

Sinar Banten, di mana kedua lokasi ini terdapat Gapoktan Karya Tani Mandiri dan 

Karya Bakti yang di bawah naungan KPH Batutegi. Secara geografis, terletak 

pada 104°27‘-104°54‘ BT dan 5°5‘-5°22‘ LS. KPH Batutegi mencakup sebagian 

kawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara, sebagian kawasan Hutan 

Lindung Register 22 Way Waya dan sebagian kawasan Hutan lindung Register 32 

Bukit Ridingan. KPH Batutegi terletak pada DAS Sekampung yang memiliki 3 

sungai utama, yaitu: 1) Way Sekampung mengalir dari pegunungan di sebelah 

barat, 2) Way Sangharus mengalir dari Gunung Rindingan, dan 3) Way Rilau 

yang mengalir dari pegunungan sebelah utara. Luas areal kelola KPH Batutegi 

berdasarkan pada SK Menhut Nomor: SK.68/Menhut-II/2010 tanggal 28 januari 

2010 adalah 58.174 hektar (ha).  

Sebagian besar kawasan KPH Batutegi merupakan cacthment area 

bendungan Batutegi yang menjadi salah satu area penting di Provinsi Lampung. 

Areal ini terdiri dari kawasan hutan seluas +35.711 ha (82,28 %) dan areal 

penggunaan lainnya seluas + 7.693 ha (17,72 %). Adapun batas-batas KPH 

Batutegi adalah sebelah utara non Hutan (APL) berbatasan dengan KPHL Unit 

VII, Sebelah selatan non Hutan (APL), Sebelah barat adalah non Hutan (APL) dan 

KPHL Kota Agung Utara, serta sebelah timur adalah non Hutan (APL) dan KPHL 

Unit VII. Secara visual, batas wilayah tersebut baru bisa dilihat pada peta karena 

di lapangan belum dibuat batas definitif yang disepakati oleh para pihak terkait. 

Padahal batas wilayah kelola merupakan hal penting yang harus ditetapkan di 

lapangan untuk memberi kepastian kawasan (RPHJP KPH Batutegi, 2014). 
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Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian. 
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2.1.1 Desa Penantian, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus 

Penantian adalah desa/kelurahan yang terletak di Kecamatan Ulu Belu 

Provinsi Lampung memiliki Kode Pos 35664. Jarak pekon penantian dengan ibu 

kota kabupaten -+70 km, jarak ke ibu kota ke kecamatan -+9 km, sedangkan jarak 

ke ibu kota provinsi -+145 km. Secara geografis, luas wilayah pekon penantian 

adalah 697 ha, yang berada 1000 kaki di atas permukaan air laut. Batas-batas Desa 

Penantian yaitu sebelah utara berbatasan dengan pekon Datar Lebuay Kec. Air 

Naningan, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Agung Utara Kec. Kota 

Agung, sebelah timur berbatasan dengan Pekon Ngarip Kec. Ulu Belu, dan di 

sebelah barat berbatasan langsung dengan pekon tanjung Baru Kec. Ulu Belu 

(Profil Desa Penantian, 2022). 

Letak topografis tanah desa penantian berbentuk kontur tanah yang lereng 

dan berbukit, maka sebagian besar masyarakat memanfaatkan tanah sebagai lahan 

perkebunan kopi. Jumlah penduduk pekon penantian sebanyak 2221 jiwa dengan 

jumlah keseluruhan kepala keluarga adalah 661 kepala keluarga. Pekon Penantian 

telah memiliki lembaga masyarakat desa berupa, BHP, PKK, Karang taruna, 

Kelompok Tani, RT, RW, dan Kelompok Seni. Struktur organisasi dan tata kerja 

pada pekon penantian memiliki dua kepala urusan, dan dua kepala seksi serta lima 

kepala dusun. Pekon penantian telah memiliki fasilitas lapangan desa di bidang 

pendidikan berupa 2 sekolah dasar, 2 TK, dan 2 Paud (Profil Desa Penantian, 

2022). 

 

 

2.1.2 Desa Sinar Banten, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus 

Sinar Banten adalah salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Ulu Belu, 

Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Sinar Banten mempunyai kode 

wilayah menurut Kemendagri RI yaitu 18.06.15.2014. Kode pos Desa Sinar 

Banten adalah 35387. Secara geografis, luas wilayah Desa Sinar Banten adalah 

122 ha, yang berada 1000 kaki di atas permukaan air laut. Jumlah penduduk Desa 

Sinar Banten yaitu sekitar 450 Jiwa. Kondisi geografis Desa Sinar Banten yaitu 

permukiman yang dikelilingi dengan batas sungai. Luas Wilayah Desa Sinar 

Banten kurang lebih 54 ha (Profil Desa Sinar Banten, 2022). 

https://kodepos99.com/kode-pos/35664
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Pada umumnya masyarakat setempat menyebut Desa Sinar Banten dengan 

sebutan Pekon Sinar Banten. Masyarakat Pekon Sinar Banten masih kental 

dengan budaya setempat dan tradisi-tradisi masih dijalankan. Tenaga kesehatan 

lebih dari 40 orang yang meliputi kader posyandu Balita, posyandu Lansia, dan 

anemia pada ibu hamil. Penyuluhan terkait kesehatan sering dilakukan agar 

masyarakat Sinar Banten terjamin kesehatannya. Pelatihan-pelatihan terkait 

seperti pemberdayaan masyarakat juga dilakukan untuk mendukung partisipasi 

masyarakat agar sejahtera (Profil Desa Sinar Banten, 2022). 

 

 

2.2 Kawasan Hutan 

Indonesia memiliki bentangan wilayah hutan yang cukup besar 

berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas hutan di 

Indonesia adalah 125.797.052 ha. Arti hutan adalah suatu kawasan yang cukup 

luas yang di dalamnya tumbuh kayu dan segala isinya, baik tumbuhan maupun 

hewan, dan secara keseluruhan merupakan suatu komunitas yang hidup yang 

mampu memberikan manfaat lain secara lestari (Armiwal, 2019). Hutan secara 

ekosistem memiliki berbagai macam hal yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.  Kawasan hutan 

adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk 

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan mempunyai tiga fungsi, 

yaitu: fungsi konservasi; fungsi lindung; dan fungsi produksi. Hutan produksi 

adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memperoduksi hasil hutan. 

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah 

banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut, dan memelihara 

kesuburan tanah. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas 

tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan 

dan satwa serta ekosistemnya. 
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Redi (2014) menjelaskan bahwa pengelolaan hutan meliputi yang 

berkaitan dengan pengelolaan hutan dan pembentukan rencana pengelolaan 

hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, reklamasi dan 

rehabilitasi hutan, serta perlindungan hutan dan alam. Pengelolaan hutan 

dirancang untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Bertambahnya manusia juga 

menjadi salah satu unsur penyebab adanya berkurangnya baku mutu ekosistem 

yang ada, khususnya di beberapa lingkungan yang secara langsung bedekatan 

dengan aktivitas manusia tersebut. Pengelolaan hutan sendiri tidak mungkin dan 

mustahil dilakukan oleh negara sendiri, maka perlu partisipasi masyarakat dalam 

menjaga, merawat dan mengelola hutan itu sendiri (Saputri, 2017). Selama 

pengelolaan hutan, negara sudah mengeluarkan beberapa pola pengelolaan hutan 

salah satunya dengan adanya pengelolaan melalui perhutanan sosial. Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup No. 83AD menjelaskan bahwa Perhutanan sosial 

adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di hutan rakyat atau 

hutan hak atau hutan adat, berupa hutan pedesaan, di mana masyarakat hukum 

setempat atau masyarakat hukum adat berperan penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dinamika sosial budaya, hutan rakyat, 

hutan adat, dan perusahaan hutan (Menteri Lingkungan Hidup, 2016). 

 

 

2.3 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

 Pada Peraturan Menteri Menteri Kehutanan No. P6/Menhut-II/2009 tentang 

Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan menyebutkan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan 

hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien 

dan lestari. Pengelolaan hutan secara lestari dapat diwujudkan dengan membagi 

habis seluruh kawasan hutan ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan baik 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Lindung (KPHL), maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) 

(Ruhimat, 2010). 

Membangun unit pengelolaan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH) pada tingkat tapak merupakan salah satu hal mendasar untuk mewujudkan 

pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah mengelola 
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sumber daya hutan. Unit pengelolaan KPH tersebut perlu didesain sedemikian 

rupa sesuai situasi lapangan sehingga pembangunan KPH dapat menjadi kondisi 

pemungkin (enabling conditions) dicapainya pengelolaan hutan secara 

berkelanjutan. KPHP dibentuk tidak menggantikan lembaga kehutanan di daerah, 

melainkan menguatkan fungsi lembaga kehutanan di daerah. Oleh karena itu 

pembentukan KPH didasarkan pada proses yang dapat mengakomodasikan 

kekhasan dan aspirasi daerah, penetapan tujuan usaha, karakteristik sumber daya 

hutan, batas administrasi wilayah, serta kapasitas dan kapabilitas lembaga yang 

akan terlibat (Supratman, 2009). 

Kesatuan pengelolaan hutan sebagai salah satu organisasi di tingkat tapak 

memiliki informasi kondisi biofisik hutan, kondisi sosial budaya masyarakat, 

potensi dan persoalan, termasuk konflik di dalamnya, sejarah penguasaan lahan, 

serta siapa yang menguasai lahan (Ekawati, 2014). Oleh karena itu sikap KPH 

terhadap PS menentukan keberhasilan intervensi pemerintah terhadap pelaksanaan 

PS. Sebelumnya telah terdapat kajian tentang peran KPH dalam PS dari segi 

peraturan perundangan (Sahide et al., 2016) maupun kajian mengenai birokrasi 

dan perubahan paradigma pengelola hutan dari sudut pandang aparatnya sendiri, 

namun belum terdapat kajian mengenai kesediaan dan peran KPH dalam 

implementasi program PS, terutama melalui sudut pandang para pihak yang 

terlibat dalam PS. 

Proses pembangunan kelembagaan PS di KPH masih dalam tahap awal 

seiring dengan operasionalisasi KPH. Peran KPH adalah untuk menjaga 

kelembagaan pengelolaan hutan kolektif yang telah ada di dalam masyarakat atau 

menumbuhkan kelembagaan yang belum terbentuk. Pada tahap awal ini, kedua 

KPH menganggap penting bagi masyarakat untuk mendapatkan legalitas lahan 

yang dikelola. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian bahwa keamanan hak 

properti seperti lahan dan pohon penting untuk keberhasilan PS (Cronkleton et al., 

2012). Proses pengajuan izin PS membuka akses masyarakat terhadap informasi 

terkait hutan dan pengambilan keputusan, walaupun tingkat keterbukaan 

informasi dan proses pengambilan keputusan bervariasi antar PS. Dengan 

diperolehnya izin PS, akses terhadap lahan hutan dan sumber daya yang ada di 

dalamnya menjadi legal dan masyarakat dapat memutuskan pengembangan usaha 
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yang akan dilakukan dengan rambu-rambu yang tetap perlu diingatkan oleh KPH 

(Fitria, 2021). 

 

 

2.4 Perhutanan Sosial 

Secara legal formal terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 

Perhutanan Sosial menyempurnakan kebijakan sebelumnya yaitu Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 tentang 

Perhutanan Sosial. Kebijakan ini menyelaraskan peraturan-peraturan sebelumnya 

seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana 

telah diubah Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Volume 1 Nomor 

1, Juni 2021 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang 

Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 

Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/ Menhut-II/2013 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara 

Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 

Rakyat dalam Hutan Tanaman. Salah satu pertimbangan terbitnya peraturan 

tersebut adalah mendesaknya upaya untuk mempercepat pengurangan kemiskinan, 

pengangguran, serta ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan. 

Kebijakan ini merupakan resonansi antara pendekatan pelaksanaan terpusat dan 

inisiatif yang datang dari bawah, dukungan dari pemerintah daerah serta 

partisipasi dari masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya (Mahardika et 

al., 2021) 

Perhutanan sosial dirintis sudah sejak lama melalui berbagai bentuk 

kegiatan, yaitu berupa program tumpangsari di Perhutani, maupun PMDH oleh 

HPH/HTI. Pasca Orde Baru, pemerintah pusat semakin membuka ruang untuk hak 

yang lebih besar bagi masyarakat lokal melalui Undang-Undang tentang 
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Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 

Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) Nomor 35 tahun 2012, wilayah adat diakui dan bukan menjadi 

bagian dari kawasan hutan negara. Tindak lanjut pemerintah mengeluarkan 

kebijakan terbaru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial sebagai revisi atas peraturan-

peraturan program perhutanan sosial sebelumnya. Permen LHK ini dijelaskan 

secara rinci mengenai skema perhutanan sosial, mulai dari penyederhanaan 

mekanisme proses usulan sampai dengan terbitnya izin. Terbitnya peraturan 

perhutanan sosial dan adanya beberapa perubahan kebijakan diharapkan dapat 

merealisasikan target RPJMN tahun 2015-2019 di era kepemimpinan Presiden 

Joko Widodo terkait pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat 

seluas 12,7 juta ha. Mengingat program perhutanan sosial ini mempunyai 

kontribusi terhadap perekonomian nasional melalui pengurangan kemiskinan pada 

tingkat rumah tangga kelompok tani pengelola perhutanan sosial (Susilo et al., 

2019). 

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang 

dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang 

dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai 

pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan 

dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, 

hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Pengelolaan 

Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh 

kelompok Perhutanan Sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, 

kemitraan kehutanan, dan hutan adat pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan 

produksi atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya (KEMENLHK, 

2021). Pelaksanaan perhutanan sosial juga merupakan salah satu upaya 

meningkatkan produktivitas kawasan hutan ditinjau dari aspek hasil kayu untuk 

perum perhutani dan hasil non kayu untuk masyarakat di sekitar hutan maupun 

untuk menjaga kelestarian dan perlindungan alam serta lingkungan hidup 

(Jumanto dan Martono, 2020).  
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menyebutkan Hutan 

Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani 

izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan 

Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah kawasan hutan yang 

pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Hutan 

Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada 

Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan 

potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam 

rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hutan Adat adalah hutan yang 

berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Pendapat Sanjaya et al. 

(2017), menyatakan bahwa penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm) 

dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada 

masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan 

lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan 

persoalan sosial.  

HKm bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

pemanfaatan 7 sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan 

tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.Persetujuan 

Pengelolaan HKm adalah akses legal yang diberikan oleh menteri kepada 

perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi 

masyarakat setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada 

kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi (KEMENLHK, 2021). 

Adanya masalah dapat diminalisir dengan program Hutan Kemasyarakatan 

(HKm) yang saat ini telah diterapkan diberbagai daerah. HKm merupakan 

kolaborasi antara kegiatan perlindungan, produksi hutan yang lestari serta 

kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (Arifandy dan Sihaloho, 2016). HKm 

melarang petani melakukan penanaman dengan pola monokultur akan tetapi 

diarahkan untuk melakukan penanaman dengan pola polikultur atau agroforestri. 

Penerapan agroforestri pada suatu lahan dapat memenuhi kebutuhan pangan 

manusia serta mempertahankan keberadaan hutan. Hal ini dikarenakan penanaman 

dilakukan dengan menggabungkan jenis tanaman pertanian dan kehutanan pada 
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satu areal lahan sehingga terciptanya produksi lestari bersama masyarakat yang 

sejahtera (Mayrowani dan Ashari, 2016). 

Manfaat dari hutan kemasyarakatan bagi masyarakat yaitu: Pemberian izin 

kelola HKm memberikan kepastian hak akses untuk turut mengelola kawasan 

hutan. Masyarakat atau kelompok tani HKm menjadi pasti untuk berinvestasi 

dalam kawasan hutan melalui reboisasi swadaya mereka, menjadi sumber mata 

pencarian dengan memanfaatkan hasil dari kawasan hutan. Keanekaragaman 

tanaman yang diwajibkan dalam kegiatan HKm menjadikan kalender musim 

panen petani menjadi padat dan dapat menutupi kebutuhan sehari-hari rumah 

tangga petani HKm, Kegiatan pengelolaan HKm yang juga menjaga sumber-

sumber mata air dengan dengan prinsip lindung, berdampak pada terjaganya 

ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rumah tangga dan 

kebutuhan pertanian lainnya, Terjalinnya hubungan dialogis dan harmonis dengan 

pemerintah dan pihak terkait lainnya. Diskusi-diskusi dan komunikasi yang 

dibangun dan dilakukan melalui kegiatan HKm telah menghasilkan kamunikasi 

yang baik dan harmonis antar para pihak, yang dulu merupakan sesuatu hal yang 

jarang ditemukan, dan adanya peningkatan pendapatan non tunai (berbentuk 

barang) dalam bentuk pangan dan papan (Cahyaningsih, 2006). 

 

 

2.5 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 

Pengelolaan HKm akan berjalan dengan baik melalui sebuah wadah yaitu 

berupa kelompok tani/ kelompok tani hutan. Kelompok tani merupakan sebuah 

kelembagaan di tingkat petani yang secara langsung berperan dalam kegiatannya 

mengembangkan unit usaha secara bersama dan di dalamnya terjadi interaksi dan 

koordinasi antar anggota sehingga tujuan bersama akan cepat tercapai. 

Keberadaan kelembagaan kelompok tani dijadikan suatu wadah oleh anggota 

kelompok dalam menjalankan suatu program dimana kelompok memiliki aturan 

main dalam mengelola dan menggarap lahan HKm. Keberadaan gapoktan 

seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi anggota dan keberadaan hutan 

itu sendiri. Masyarakat tetap dapat memperoleh peningkatan pendapatan dari 

pemanfaatan keberadaan lahan HKm dengan tetap memperhatikan kelestarian 

lahan HKm itu sendiri (Safe‘I, 2018). 
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Hamilton et al. (2015) mengemukakan bahwa kelompok tani sebagai 

wadah kerja sama dapat membuat petani menjadi bertambah kuat. Kondisi ini 

juga didukung Frese dan Gielnik (2014), bahwa kelembagaan petani dan tindakan 

kolektif sering dilihat sebagai faktor kunci dalam meningkatkan akses petani. 

Kelompok tani merupakan komunitas nyata. Komunitas nyata seperti yang 

disampaikan Secundo et al. (2017), bahwa inspirasi berusaha menjadi 

wirausahawan dapat melalui proses belajar di komunitas yang melibatkan 

pengusaha, ahli dan pembelajar dalam kelompok belajar. Komunitas nyata adalah 

individu lain dapat teman sejawat, mentor, fasilitator yang bertatap muka secara 

langsung. Melalui pembinaan desa mitra, generasi muda mengenal usaha 

pertanian, kemudian mendapatkan pengetahuan. Melalui fasilitator dan praktisi 

sebagai komunitas nyata, tidak hanya pengetahuan melainkan juga dapat ikut 

terlibat langsung praktik sehingga mendapat keterampilan (Secundo et al., 2017; 

Sankaran dan Demangeot, 2017; Anwarudin et al., 2018). 

 

 

2.6 Pendapatan Masyarakat  

Berdasarkan model ekonomi dengan diagram circular flow pengertian 

pendapatan masyarakat adalah seluruh balas jasa yang diterima oleh masyarakat 

dari faktor-faktor produksi yang digunakan, yaitu sewa, bunga, upah dan laba 

(Murni, 2006). Menurut Tarigan (2004), tingkat pendapatan dapat diukur dari 

total pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Ada beberapa 

parameter yang bisa digunakan untuk mengukur adanya pembangunan wilayah. 

Salah satu parameter terpenting adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. 

Parameter lain, seperti peningkatan lapangan kerja dan pemerataan lapangan kerja 

dan pemerataan pendapatan juga sangat terkait dengan peningkatan pendapatan 

wilayah. Pendapatan wilayah haruslah bersangkut paut dengan peningkatan 

pendapatan masyarakat di wilayah tersebut, yaitu yang dimaksud adalah 

pendapatan rata-rata (income percapita) masyarakat, untuk itu perlu diketahui alat 

ukur dan metode yang dipakai untuk menetapkan besarnya tingkat pendapatan 

masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satu indikatornya 

ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan masyarakat. Meningkatnya 

pendapatan tersebut akan mendorong masyarakat untuk melakukan pengeluaran 
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konsumsi yang lebih tinggi, yang secara makro akan berpengaruh terhadap 

aktivitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pengeluaran konsumsi 

masyarakat akan mendorong sektor real untuk bertumbuh, dengan memproduksi 

segala macam kebutuhan masyarakat, yang berarti bahwa aktivitas ekonomi 

masyarakat juga akan semakin berkembang. Semakin tinggi tingkat pendapatan 

masyarakat, maka semakin banyak jenis kebutuhan yang diinginkan sehingga 

pihak produsen juga harus mengimbanginya dengan memproduksi produk-produk 

yang semakin beragam. 

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan 

seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan mencerminkan suatu sifat 

keterbatasan sumber daya keluarga atau pendapatan yang tersedia akan 

memengaruhi adanya prioritas alokasi pengeluaran keluarga. Keluarga yang 

berpenghasilan rendah, sebagian besar pendapatannya digunakan untuk 

mencukupi kebutuhan pangan, sehingga persentase pengeluaran untuk pangan 

akan relatif besar. Peningkatan pendapatan berpengaruh besar terhadap usaha 

yang dijalankan oleh sebuah rumah tangga, karena pendapatan digunakan dalam 

kegiatankegiatan lainnya yang bersifat produktif demi kesejahteraan rumah tangga 

miskin (Putrayasa, 2018).  

 

2.7 Aspek Sosial Masyarakat 

Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dipengaruhi oleh 

modal kolektif yang dimiliki, salah satunya modal sosial (Achmad and Zunariyah, 

2015). Modal sosial (social capital) adalah nilai-nilai atau norma-norma 

masyarakat dalam mengelola hutan dengan kerja sama demi mencapai kebutuhan 

yang berkelanjutan. Modal sosial merupakan aspek penting untuk membangun 

pertanian yang lebih maju (Harahap dan Herman, 2017). Modal sosial masyarakat 

seperti kepercayaan, gotong royong, jaringan dan sikap, berperan besar terhadap 

perilaku masyarakat dan bila dikelola dengan baikakan mampu memberdayakan 

masyarakat (Thobias, 2013). Modal sosial merupakan strategi yang baik 

digunakan untuk pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam 

pengembangan ekonomi pedesaan (Nababan et al., 2016). Modal sosial 

merupakan norma dan nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (trust), 
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di mana trust merupakan dasar bagi sikap keteraturan, kejujuran, dan perilaku 

kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat (Cahyono dan 

Adhiatma, 2012). Aksi kolektif masyarakat dapat terfasilitasi oleh modal sosial 

dan memberikan pengaruh yang kuat pada proses peningkatan kesejahteraan 

sosial (Qurniati et al., 2017). 

Apabila modal sosial kuat, maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan 

pemerintah dalam mendukung program pembangunan. Modal sosial yang tinggi 

akan berdampak pada tingginya partisipasi masyarakat, sehingga pemerintah akan 

memiliki akuntabilitas yang lebih kuat (Ekawati dan Nurrochmat, 2014). 

Penerapan modal sosial yang baik akan mampu memberdayakan masyarakat dan 

sangat berpengaruh dalam keberhasilan pengelolaan sumber daya alam yang 

lestari (Nurrochmat et al., 2016; Pranadji, 2016). Tingkat modal sosial dalam 

pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara lestari dapat dipengaruhi oleh 

partisipasi masyarakat dan kelembagaan lokalnya (Febryano et al., 2014). 

Partisipasi masyarakat juga dapat mempertahankan kelestarian sumber daya hutan 

dengan menerapkan modal budaya dan pengetahuan lokal (Salampessy et al., 

2015). Laura et al. (2018), melaporkan bahwa masyarakat Dusun Limang 

membangun struktur perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan dan 

pengelolaan potensi alam sebagai strategi bertahan hidup dengan memanfaatkan 

modal sosial masyarakat untuk memperbaiki kondisi ekonomi menjadi lebih 

sejahtera.  

Modal sosial adalah sumber daya sosial yang bermanfaat dan digunakan 

masyarakat untuk mencapai tujuan penghidupan mereka. Perubahan modal sosial 

terdiri dari organisasi, jaringan sosial, tingkat kepercayaan dan gotong royong 

(Ayu, 2022). Norm maupun trust merupakan aset modal sosial yang sangat 

penting untuk membangun tatanan kelembagaan yang efektif, yang menjadi 

prasyarat bagi keberlanjutan sistem perekonomian industri dan jasa-jasa. Apabila 

kedua unsur ini baik maka akan menjadi landasan bagi setiap individu untuk 

melakukan hubungan sosial satu sama lain, yang berarti kinerja berjejaring 

(networking) juga akan berkembang dengan sendirinya (Bakri, 2021). Kekuatan 

modal sosial ini akan mendorong berlangsungnya berbagai jenis transaksi, yang 

menstimulasi peningkatan pendapatan, menekan biaya-biaya transaksi 
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(transaction cost) sekaligus menurunakan biaya pertukaran (exchange cost), 

menekan free rider, memfasilitasi dan mendorong berbagai bentuk kerjasama 

(Bakri et al., 2014; Bakri, 2021). Dengan begitu kemitraan dengan berbagai fihak 

juga otimis untuk dikembangakan, termasuk kemitraan dalam pengembangan 

agrosilvopastura sapi yang dapat diskenariokan sebagai model pemberdayaan 

masyarakat agroforestry perambah hutan dalam rangka mengurangi atau 

membebaskan lahan hutan darim perambahan. 

 

 

2.8. Aspek Ekonomi Masyarakat 

Pemahaman tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan perlu 

diketahui untuk mengetahui sejauh mana pengaruh keberadaan masyarakat 

terhadap kualitas hutannya. Mengetahui kondisi sosial ekonomi dan budaya 

masyarakat di sekitar hutan merupakan suatu kajian yang perlu dilakukan untuk 

mendapatkan informasi tentang hubungan dan pengaruh keberadaan hutan serta 

fungsinya terhadap kehidupan masyarakat di sekitar hutannya termasuk untuk 

membuat rencana atau evaluasi kegiatan pengelolaan hutan 

Pendidikan formal pada penelitian ini dapat memengaruhi tingkat berpikir 

dan penalarannya dalam mengambil keputusan maupun dalam bertindak. Bagi 

seorang pemuda tani, pengetahuan, sikap positif dan keterampilan yang tinggi 

akan menjadikan dirinya mampu mencari solusi dalam permasalahan 

usahataninya, serta lebih adaptif terhadap perubahan dan mampu mengatasi 

masalah dengan baik serta merencanakan dan mengevaluasinya secara tepat. Hal 

yang sama telah dikemukakan Herawati (2018), bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang maka akan memengaruhi cara berpikir, sikap dan 

perilakunya ke arah yang lebih rasional dalam menerima dan memahami inovasi 

teknologi yang diperolehnya 

 

 

2.9 Pengelolaan Lahan dan Jenis Tanaman di KPH Batutegi Tanggamus 

Pengelolaan areal kerja HKm menerapkan sistem yang memadukan 

berbagai jenis tanaman dalam satu lahan atau dikenal dengan istilah agroforestri. 

Menurut Mbow et al. (2014) dalam pengelolaan hasil yang kompleks ini, praktik 

pertanian dan pengelolaan lahan merupakan kunci bagi agroforestri berkelanjutan. 
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Coe et al. (2014) mengemukakan tentang pilihan-pilihan dalam pengelolaan 

agroforestri yang harus sesuai dengan konteks ekologi dan sosial yang beragam di 

berbagai tempat. Hal ini didukung oleh Wulandari et al. (2014) menyatakan 

bahwa keterlibatan masyarakat di sekitar hutan dapat mengoptimalkan lahan 

hutan dengan menerapkan agroforestri berbasis kondisi sosial ekonomi 

masyarakat, seperti preferensi masyarakat dan adopsi pola agroforestri.  

Agroforestri merupakan salah satu bentuk penggunaan lahan secara multi 

tajuk yang terdiri dari campuran pepohonan (tanaman kehutanan) dengan tanaman 

semusim dalam satu bidang lahan (Olivi et al., 2015). Nawir et al. (2017), 

menyatakan bahwa agroforestri adalah pola usaha tani produktif yang tidak saja 

mengetengahkan kaidah konservasi tetapi juga untung dan manfaat yang dapat 

diperoleh masyarakat. Salah satu yang menjadi peluang besar untuk 

mengupayakan kelestarian hutan di Indonesia adalah dengan hadirnya skema-

skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat, karena kita ketahuai bahwa 

kelestarian dari suatu hutan tidak lepas dari peran masyarakat yang ada di sekitar 

hutan (Samsu, 2019). 

Agroforestri adalah lahan budidaya yang perlu dilestarikan untuk 

mendukung konservasi keanekaragaman hayati. Dengan semakin meningkatnya 

pemanfaatan lahan-lahan alamiah (hutan) untuk peruntukan lainnya, agroforestri 

diharapkan dapat menjadi salah satu penyangga kehidupan untuk melestarikan 

keanekaragaman hayati. Agroforestri adalah tipe pemanfaatan lahan petanian 

dengan struktur dan komposisi yang mendekati struktur dan kompoisi ekosistem 

hutan (Hakim, 2021). 

Sistem agroforestri diharapkan dapat mengoptimalkan produktivitas lahan 

sehingga masyarakat dapat memanen hasilnya secara kontinyu; tergantung 

seberapa banyak variasi jenis yang dikombinasikan dalam satu lahan dan sistem 

pengelolaannya. Pemilihan komposisi jenis tanaman dan cara pengelolaannya 

menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan sistem 

agroforestri ini. Sistem agroforestri yang telah dilakukan di areal kerja HKm 

diharapkan mampu memulihkan fungsi hutan sekaligus berkontribusi nyata dalam 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (Puspasari, 2017). 
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Agroforestri yang membentang luas di sekitar kawasan lindung 

memainkan peran penting sebagai buffer strategis antara kawasan konservasi dan 

kawasan budidaya. Secara fisik, buffer zone bertindak sebagai penyangga dan 

pembatas gangguan manusia terhadap kawasan lindung. Daerah penyangga juga 

berfungsi untuk melindungi kawasan inti dari introduksi jenis-jenis spesies 

eksotik yang tumbuh dan tersebar di permukiman agar tidak masuk ke hutan. 

Secara sosial, buffer zone memberikan peluang ekonomi yang diharapkan dapat 

mengurangi tekanan ekploitasi masyarakat di sekitar hutan. 

Agroforestri telah diketahui memberikan dukungan penting bagi 

konservasi keanekaragaman hayati. Konservasi keanekaragaman hayati saat ini 

disepakati penting dan perlu terus menerus dilakukan untuk menjamin 

keberlangsungan kehidupan di planet bumi. Degradasi habitat dan punahnya 

bentuk bentuk kehidupan adalah kejadian buruk dan berdampak negatif pada 

manusia. Para peneliti menjelaskan bahwa secara mendasar agroforestri 

memberikan peran dan dukungan konservasi keanekaragaman hayati lewat 

beberapa proses dan mekanisme dasar (Jose, 2012), meliputi antara lain:  

 Agroforestri menyediakan tempat bagi tumbuh dan berkembangnya 

anekaragam spesies tanaman  

 Agroforestri menyediakan habitat bagi beragam spesies yang toleran 

terhadap gangguan-gangguan pada level tertentu, meliputi antara lain 

berbagai jenis burung  

 Agroforestri membantu preservasi bibit-bibit tanaman, khususnya spesies-

spesies sensitive  

 Agroforestri membantu mengurangi laju konversi/perubahan habitat alamiah 

dengan menyediakan lahan lahan yang lebih produktif, alternative pertanian 

berkelanjutan dan mengindari penggundulan hutan untuk menyediakan lahan 

pertanian  

 Agroforestri memberikan peran konektifitas dengan menciptakan koridor-

koridor habitat yang memungkinkan terciptanya integritas ekosistem pada 

area yang telah terfragmentasi  
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 Agroforestri membantu konservasi keanekaragaman hayati dengan 

memberikan layanan ekosistem pendukung penting, seperti mencegah erosi, 

hilangnya bahan organik tanah dan sebagainya 

 Agroforestri menyediakan habitat ideal bagi beragam hewan tanah yang 

berperan penting dalam dekomposisi bahan-bahan seresah dan bahan 

organik. 

 

 

 

2.10 Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana masyarakat mampu 

memenuhi kebutuhan, dan menjalani kehidupan dengan aman dan damai dengan 

menjunjung tinggi nilai kesusilaan, rasa keselamatan, ketenteraman lahir dan 

batin. Di mana kondisi warga negara mampu memenuhi kebutuhan jasmani, 

rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat 

(Amelia, 2022). Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya 

kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan 

diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, 

pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi 

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial 

(UU No 11Tahun 2009 pasal 1 dan 2). 

Pendapatan dan kepemilikan aset merupakan faktor internal yang 

memengaruhi tingkat kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan 

merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Keluarga 

yang memiliki pendapatan yang tinggi memiliki peluang yang besar untuk 

sejahtera dibandingkan keluarga dengan pendapatan yang rendah. Pendapatan 

akan menentukan daya beli terhadap pangan dan fasilitas lainnya seperti 

pendidikan, kesehatan, perumahan, dll. Selain itu, keluarga yang memiliki aset 

lebih sejahtera dibandingkan keluarga yang tidak memiliki aset.  

Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

menyertakan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari 

sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. PHBM ini merupakan upaya dalam 

membangun kerja sama sinergis antara masyarakat dan pemerintah dalam 

mengelola sumber daya hutan. Diharapkan dari pola pengelolaan ini, masyarakat 
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tidak lagi merasa sebagai objek di dalam pengelolaan sumber daya hutan. Untuk 

itu perlu selalu dibangun komitmen, kepercayaan dan kejujuran antar pihak 

sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Pada akhirnya akan tercapai 

maksud dan tujuan model PHBM yaitu terwujudnya kelestarian dan 

keberlanjutan fungsi hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat 

(Damayatanti, 2011). Pemanfaatan SDH melalui PHBM dapat bertahan lama 

karena mekanismenya memperhatikan prinsip keadilan untuk semua warga 

sehingga menumbuhkan rasa saling percaya, hubungan saling percaya akan 

tumbuh ketika proses-proses sosial dalam pengelolaan hutan memberikan 

jaminan keadilan bagi semua pihak. Mekanisme pengorganisasiannya juga 

membuka partisipasi sederajat antar warga, di samping itu ada aturan yang jelas 

dan dipatuhi bersama tentang ganjaran dan sanksi yang harus dilaksanakan secara 

konsisten (Zaenuddin, 2014). 

 

 

2.11 Kelestarian Hutan 

Hutan mempunyai sifat khusus yang sangat khas yaitu dapat dikelola 

secara lestari dan dapat diperbaharui atau dipulihkan kembali. Salah satu elemen 

penting dalam pengelolaan hutan adalah konsep pelestarian, khususnya 

menyangkut kelestarian hasil hutan. Pelestarian dalam pengertian yang luas 

merupakan salah satu penerapan yang penting dari sistem ekologi. Tujuan dari 

pelestarian yang sebenarnya adalah memastikan pengawetan kualitas lingkungan 

yang mengindahkan estetika dan kebutuhan maupun hasilnya serta memastikan 

kelanjutan hasil tanaman, hewan, bahan-bahan yang berguna dengan menciptakan 

siklus seimbang antara panenan dan pembaharuan (Damayatanti, 2011). 

Pelestarian hutan merupakan upaya melindungi hutan dari kerusakan hutan, 

kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, 

kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. Pelestarian hutan dimaksudkan 

untuk mempertahankan dan menjaga hakhak negara, masyarakat, dan perorangan 

atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang 

berhubungan dengan pengelolaan hutan (Ahada, 2020). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 III.  METODE PENELITIAN  

  

  

  

  

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Gapoktan Karya Tani Mandiri (KTM) dan 

Gapoktan Karya Bakti (KB), Desa Penantian dan Desa Sinar Banten, Kabupaten 

Tanggamus, Provinsi Lampung yang merupakan areal HKm di bawah KPH 

Batutegi.  Secara geografis terletak pada 104°27‘ - 104°54‘ BT dan 5°5‘ - 5°22‘ 

LS. Lokasi tersebut secara sengaja dipilih (purposive) untuk mengetahui pengaruh 

aspek sosial ekonomi terhadap pendapatan masyarakat penggarap lahan di 

kawasan hutan lindung. Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu pada bulan 

Oktober-November tahun 2022.  

 

 

3.2 Alat dan Objek Penelitian   

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis untuk mencatat 

hasil wawancara kepada responden, kamera untuk mengambil gambar atau 

mendokumentasikan kegiatan, dan laptop yang telah terinstal microsoft office 

serta Statistical Package for the Social Sciences atau IBM SPSS versi 25 untuk 

mengolah data hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun bahan dalam 

penelitian yaitu lembar kuesioner responden untuk melakukan wawancara kepada 

para petani HKm.  Objek penelitian yaitu masyarakat petani di Gapoktan KTM 

dan KB untuk mendapatkan informasi mengenai penghasilan dari lahan yang 

dikelola, gambaran keadaan secara umum, serta faktor-faktor sosial dan ekonomi 

petani. 
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3.3 Batasan Penelitian  

Batasan penelitian ini adalah responden, yaitu banyaknya responden yang 

diwawancarai sebanyak 30 orang per HKm yang sudah ditentukan secara sengaja, 

yaitu Gapoktan KTM dan Gapoktan KB. 

  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

 

3.4.1 Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder   

 Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder.  Data primer berupa data karakteristik responden, data sosial, dan data 

aset ekonomi responden diperoleh secara langsung di lapangan yaitu dengan 

melakukan wawancara langsung terhadap responden dan pengisian kuesioner. 

Data sekunder berupa teori-teori penelitian yang diperoleh dari berbagai literatur 

seperti jurnal, buku, kajian penelitian lain, dan sumber instansi terkait yaitu 

Kantor KPH Batutegi tentang HKm. 

 

 

3.4.2 Wawancara   

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode wawancara.  Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses 

tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari 

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara 

(Fathoni, 2006).  Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data sosial berupa 

karakteristik responden yaitu umur, jenis kelamin, jenis tanaman yang 

dibudidayakan, pendapatan rata-rata keluarga, status dalam HKm, jumlah 

tanggungan, tingkat pendidikan, luas garapan di lahan HKm (Watung et al., 

2013).  Lebih lanjut, data mengenai jarak dari tempat tinggal ke lahan HKm, 

pusat desa dan kecamatan, kepemilikan alat komunikasi dan informasi, 

kepemilikan ternak, kendaraan, kinerja penyuluhan, bantuan sosial dan kebun 

bibit, serta sosial budaya responden diperoleh dari penelitian (Pulungan et al., 

2015).  Data ekonomi yang dikumpulkan yaitu pendapatan per kapita dari tiap 

rumah tangga. Pendapatan diperoleh dari jumlah hasil panen setiap jenis tanaman 
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yang dimiliki. Wawancara dilakukan kepada 60 responden dalam hal ini 

merupakan peserta Gapoktan KTM dan Gapoktan KB.  

 

 

3.4.3 Sampel Penelitian   

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel dilakukan secara sengaja dengan ketentuan 

responden pengurus atau anggota gapoktan atau masyarakat penggarap HKm. 

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 responden per gapoktan dengan 

pertimbangan responden adalah petani penggarap lahan HKm yang merupakan 

pengurus atau anggota dari Gapoktan KTM dan Gapoktan KB.  Menurut Mahmud 

(2011), untuk penelitian yang menggunakan analisis data statistik, ukuran sampel 

paling minimum adalah 30 sehingga jumlah sampel penelitian ini telah memenuhi 

dan dapat dinyatakan normal.  

 

 

3.5 Analisis Data   

 Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi liniear berganda 

menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) dengan selang 

kepercayaan 90%, yang berarti bahwa kesalahan yang dapat ditoleransi sebesar 

10% (Yudischa et al., 2014).  Analisis regresi liniear merupakan suatu metode 

yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Bentuk umum 

analisis ini yaitu menghubungkan variabel terikat (Y) dengan satu atau lebih 

variabel bebas.  Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah pendapatan petani 

yang diperoleh dari mengelola lahan, sedangkan variabel bebas (X) meliputi 

aspek sosial yaitu bantuan sosial (X1), bantuan bibit (X2), network/jaringan (X3), 

norm/norma (X4), trust/kepercayaan(X5), dan aspek ekonomi meliputi jumlah 

tanaman (X6), luas garapan HKm (X7), kepemilikan kendaraan (X8), kepemilikan 

alat informasi (X9), dan kepemilikan alat komunikasi (X10).  

 

Adapun persamaan Regresi Linear Berganda yaitu 

Y = C + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ui ............................(1) 
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Adapun Penentuan skor pertanyaan pada kuesioner ditentukan sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Variabel penduga (predictor), simbolisasi dan pemberian skor dalam 

Model Sosial Gapoktan KTM dan KB 

 

Kelompok 

variabel 

penduga 

Variabel penduga 
Simbolisasi 

dalam model 

S       Skala pengukuran dan 

satuannya 

[1] [2] [3] [4] 

Terikat 
Pendapatan masyarakat 

pertahun 
[Y] Rp juta/tahun 

Karakteristik 

Responden 

1. Umur 

2. Pekerjaan sampingan 

3. Status dalam HKm 

4. Jumlah tanggungan 

5. Pendidikan KK 

[UMR] 

[PKJ] 

[S_HKm] 

[S_MSYK] 

[JTG] 

[D2_SMP/ 

SLTA/S1] 

Satuan tahun 

= 1 jika ada, = 0 jika 

tidak ada 

= 1 jika pengurus, = 0 

jika anggota 

Jumlah jiwa 

= 0 jika tingkat SD =1 

jika lainnya 

Sosial 

1. Bantuan sosial 

2. Bantuan bibit 

3. Network (Jaringan) 

4. Norm (Norma) 

5. Trust (Kepercayaan) 

[SOS] 

[BIT] 

[NET] 

[NORM] 

[TRUST] 

= 1 jika ada, = 0 jika 

tidak ada 

= 1 jika ada, = 0 jika 

tidak ada 

= 1 jika banyak, = 0 jika 

sedikit 

= 1 jika baik, = 0 jika 

tidak baik 

= 1 jika baik, = 0 jika 

tidak baik 

 

Persamaan regresi liniearnya Aspek Sosial Terhadap Pendapatan adalah: 

[Y]= C+ β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ β5X5 

Keterangan: 

Y = Pendapatan rumah tangga  

C = Konstanta model 

β1-5 = Nilai kontribusi masing-masing variabel X. 

X1 = Bantuan sosial  

X2 = Bantuan bibit  

X3 = Network/jaringan  

X4 = Norm/norma 

X5 = Trust/kepercayaan 
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Tabel 2. Variabel penduga (predictor), simbolisasi dan pemberian skor dalam 

model Ekonomi Gapoktan KTM dan KB 

 

Kelompok 

variabel 

penduga 

Variabel penduga 
Simbolisasi 

dalam model 

S       Skala pengukuran dan 

satuannya 

[1] [2] [3] [4] 

Terikat 
Pendapatan masyarakat 

pertahun 
[Y] Rp juta/tahun 

Karakteristik 

Responden 

1. Umur  

2. Pekerjaan sampingan 

3. Status dalam HKm  

4. Jumlah tanggungan  

5. Pendidikan KK  

[UMR]  

[PKJ] 

[S_HKm] 

[S_MSYK] 

[JTG] 

[D2_SMP/ 

SLTA/S1] 

Satuan tahun  

= 1 jika ada, = 0 jika 

tidak ada 

= 1 jika pengurus, = 0 

jika anggota 

Jumlah jiwa  

= 0 jika tingkat SD =1 

jika lainnya 

Aset ekonomi 

1. Jumlah jenis 

tanaman 

2. Luas garapan HKm 

3. Kepemilikan 

kendaraan 

4. Kepemilikan alat 

komunikasi  

5.  Alat informasi 

[J_TNMN] 

 

[LG_HKm]   

 

[KNDR] 

 

[HP] 

 

[TV] 

Jumlah angka   

Jumlah angka Ha 

Jumlah angka Ha  

Jumlah angka  

Jumlah angka 

= 1 jika ada, = 0 jika 

tidak ada 

= 1 jika ada, = 0 jika 

tidak ada 

Sumber: Pulungan et al.,  (2015). 

 

Persamaan regresi liniearnya Aspek Ekonomi Terhadap Pendapatan adalah: 

[Y] = C + β6X6 + β7X7 + β8X8 + β9X9+ β10X10 

Keterangan:  

Y = Pendapatan rumah tangga 

C = Konstanta model 

β6-10  = Nilai kontribusi masing-masing variabel X. 

X6  = Jumlah 30 pretanaman 

X7  = Luas garapan HKm 

X8  = Kepemilikan kendaraan 

X9  = Kepemilikan alat informasi 

X10  = Kepemilikan alat komunikasi 
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Catatan: dilakukan uji regresi masing-masing dikedua Gapoktan Karya Tani 

Mandiri dan Karya Bakti per aspek ke pendapatan dan dianalisis data 

tersebut kemudian diuji dengan beberapa uji yaitu validitas, reabilitas, 

dan uji asumsi klasik. 

 

 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

Model Regresi Liniear berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika 

model tersebut memenuhi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik 

statistik, baik itu multikolineritas, heteroskolineritas, heteroskedastisitas, maupun 

autokorelasi. Menurut Rochaety (2009), regresi liniear berganda bertujuan 

menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel terikat dan memprediksi 

variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat 

dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas. 

 

 

3.5.1.1 Norrmalitas Data  

 Menurut Gozali (2005), tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah 

variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal.  Data yang baik dan layak 

digunakan dalam penelitian adalah yang memiliki distribusi normal. Untuk 

menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal, maka 

digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-

masing variabel. Hipotesis dalam pengujian ini adalah:  

H0: F(x) = F0(x), dengan 

F(x) adalah fungsi distribusi populasi yang diwakili oleh sampel dan  

F0(x) adalah fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi normal.  

H1 : F(x) ≠ F0(x) atau distribusi populasi tidak normal. 

Pengambilan keputusan: Jika Probabilitas >0,05, maka H0 diterima 

    Jika Probabilitas <0,05, maka H0 ditolak 

 

 

3.5.1.2 Uji Multikolinearitas  

 Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).  Model regresi yang 
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baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.  Jika variabel bebas 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel penelitian tidak ortogonal.  Ortogonal 

adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan 

nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

Tolerance dan variance inflation factor (VIF).  Kedua ukuran ini menunjukkan 

setiap variabel bebas mana yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam 

pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat (dependen) 

dan diregresikan terhadap variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oloeh variabel 

independen lainnya.  Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF 

tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance < 0.10 atau sama 

dengan nilai VIF >10.  Walaupun nilai multikolinearitas dapat dideteksi dengan 

Tolerance dan VIF, namun tetap tidak dapat mengetahui variabel-variabel bebas 

mana yang saling berkolerasi (Ardian, 2019). 

 

 

3.5.1.3 Uji Heterokedastisitas 

 Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lain.  

Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Jika varians berbeda, maka 

disebut heterokedastisitas.  Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas 

atau tidak terjadi heterokedasitas (Ardian, 2019).  Untuk menguji apakah terjadi 

heterokedastisitas dapat dideteksi dengan berbagai metode diantaranya Metode 

Analisis Grafik, Metode Glejser, Metode Park, Metode White, dan Metode Rank 

Spearman (Rusman, 2022).  

 

 

3.5.1.4 Uji Autokorelasi 

 Menurut Nugroho (2005), uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi antara variabel pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1.  Uji autokorelasi menguji apakah dalam sebuah model regresi liniear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pada 



32 

 

periode t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi dinamakan ada problem 

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Deteksi autokorelasi dengan melihat besarnya Durbin-Watson (Ardian, 2019). 

 

Tabel 3. Ketentuan Uji Autokorelasi 

 

No Keterangan Keputusan Nilai 

1. Tidak ada autokorelasi positif  Tolak  0<d<dL 

2. Tidak ada autokorelasi positif  No decision  dL<d<dU 

3. Tidak ada autokorelasi negatif  Tolak  4-dL<d<4 

4. Tidak ada autokorelasi negatif  No decision  dU<d<4-dL 

5. Tidak ada autokorelasi positif atau negatif  Tidak ditolak  dU<d<4-dU 

 

 

3.5.1.5. Uji Kesesuaian 

a. Uji F (Simultan) 

 Uji F adalah pengujian secara variabel bebas (independen) yang mempunyai 

hubungan atau pengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Uji hipotesis secara 

simultan dalam penelitian ini dengan rumus: 

 

Keterangan: 

R² = Koefisien korelasi ganda yang telah dikemukakan. 

K = Jumlah variabel independen. 

n = Jumlah sampel. 

F = Tingkat signifikan (untuk ilmu sosial sebesar 5%). 

 

b. Uji t (Parsial) 

 Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikan antara variabel X1 dengan 

variabel Y, variabel X2 dengan variabel Y, dan variabel X1 dengan variabel X2.  

 

Rumusnya Uji t yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

t = Nilai t hitung 
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r = Nilai koefisien korelasi 

n = Jumlah sampel 

(Sudjana, 2001: 380) 

 

c. Koefisien Determinasi 

 Nilai R² menunjukkan besarnya variasi variabel-variabel bebas dalam 

memengaruhi variabel terikat.  Nilai R² berkisar antara 0 dan 1. semakin besar 

nilai R² berarti semakin besar variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh 

variasi variabel-variabel bebas.  Sebaliknya, semakin kecil nilai R² berarti 

semakin kecil variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-

variabel bebas.  Jadi informasi yang dapat diperoleh dari koefisien determinasi R² 

adalah untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel-variabel terikat.  Sifat dari koefisien determinasi ini adalah: 

R² merupakan besarnya non negative  

Batasannya adalah 0 < R² < 1 

 Apabila R² bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel 

bebas dengan variabel yang dijelaskan.  Semakin besar nilai R² menggambarkan 

semakin tepat garis regresi dalam menggambarkan nilai-nilai observasi.  Tingkat 

R² tinggi jika nilainya antara 0,4 sampai dengan 0,6 untuk penelitian di bidang 

sosial (Ardian, 2019). 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aspek sosial tidak berpengaruh signfikan secara parsial terhadap pendapatan 

masyarakat di Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Karya Bakti.  Variabel aspek 

sosial dalam hal ini yaitu bantuan sosial, bantuan bibit, trust (kepercayaan), dan 

norma disebabkan adanya faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian 

ini. 

2. Terdapat pengaruh signifikan secara simultan aspek ekonomi terhadap 

pendapatan masyarakat di Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Karya Bakti, 

variabel aspek ekonomi ini yaitu jumlah jenis tanaman, luas garapan HKm, 

kepemilikan kendaraan, kepemilikan alat komunikasi dan informasi.  Variabel 

yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan di Gapoktan Karya Tani 

Mandiri yaitu luas lahan garapan, dan pada Gapoktan Karya Bakti yaitu 

variabel luas lahan garapan dan kepemilikan alat komunikasi. 

 

 

5.2 Saran 

Saran dari penelitian ini yaitu sebaiknya dilakukan peningkatan kapasitas 

masyarakat penggarap lahan dikarenakan luas lahan sangat berpengaruh secara 

signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, namun sangat 

disayangkan jika tidak diberikan pelatihan dan sejenisnya untuk masyarakat. 

Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait variabel-variabel yang 

belum diteliti seperti ada tidaknya kinerja penyuluh dan kepemilikan ternak 

ataupun faktor-faktor yang memungkinkan berpengaruh pada pendapatan 

masyarakat di Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Karya Bakti. 
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